
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); j 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
huru.f a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi; 

~ 
a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati 
Pringsewu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Lampung Nomor 
G/725.a/B.IX/HK/2014 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pringsewu 
Tahun Anggaran 2015; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 09 TAHUN 2014 

BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

··-, 
'· 

Mengingat 

Menimbang 



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, f 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 
5234); 

" 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4932); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor f 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . 
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

.. _ 



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 1237); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

.. 
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



0,00 Rp. 

18.500.000.000,00 (-) Rp. pembiayaan netto 

sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

27.000.000.000,00 

8.500.000.000,00 (-) 

Rp. 

Rp. 

c. pembiayaan daerah 

1. penerimaan 

2. pengeluaran 

Rp. 937.662.929.320,00 

Rp. 956.162. 929.320,00 (-) 

Rp. (18.500.000.000,00) surplus/ (defisit) 

a. pendapatan daerah 

b. belanja daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI PRINGSEWU 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

dan 

33. Peraturap Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 
Nomor 07); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 
Nomor 01); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

'- 



Rp. 546.704.823.476,00 
Rp. 10.473.660.080,00 
Rp. 4.589.880.000,00 
Rp. 26.877.058.200,00 
Rp. 500.000.000,00 

a. belanja pegawai sejumlah 
b. belanja hibah sejumlah 
c. belanja bantuan sosial sejumlah 
d. belanja bantuan keuangan sejumlah 
e. belanja tidak terduga sejumlah 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja: 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 589.145.421.756,00 

b. belanja langsung sejumlah Rp. 367.017.507.564,00 

Rp. 165.024.063.561,00 

Rp. 1.250.000.000,00 

Rp. 48.331.693.759,00 

Pasal 3 

a. Pendapatan Hibah 

b. dana bagi hasil pajak sejumlah 

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus 
sejumlah 

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

Rp. 36.000.000.000,00 

Rp. 570.582. 781.000,00 

Rp. 63.598.730.000,00 

a. dana bagi hasil sejumlah 

b. dana alokasi umum sejumlah 

c. dana alokasi khusus sejumlah 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 

38.776.161.000,00 

11.533.500.000,00 

2.566.000.000,00 

a. pajak daerah sejumlah Rp. 

b. retribusi daerah sejumlah Rp. 

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
sejumlah Rp. 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 

Rp. 214.605.757.320,00 

Rp. 52.875.661.000,00 

Rp. 670.181.511.000,00 b. dana pcrimbangan sejumlah 

c. lain-Iain pendapatan daerah yang sah 
sejumlah 

a. pendapatan asli daerah sejumlah .. 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

Pasal 2 

-- 



Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah; 

i, Lampiran IX 

h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

g. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Program, dan kegiatan; 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 
Organisasi; 

Ringkasan APBD; 

f. Lam pi ran VI 

e. Lampiran V 

d. Lampiran IV 

c. Lampiran III 

b. Lampiran II 

a. Lampiran I 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Pasal 5 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan pembayaran pokok hutang pemerintah daerah 

sejumlah Rp. 8.500.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

sejumlah Rp. 27.000.000.000,00 

27.000.000.000,00 

8.500.000.000,00 

Rp. 

Rp. 

a. penerimaan sejumlah 

b. pengeluaran sejumlah 

( 1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

Pasal4 

Rp. 39.432.136.000,00 

Rp. 154.852.332.735,00 

Rp. 172.733.038.829,00 

a. belanja pegawai sejumlah 

b. belanja barang dan Jasa sejumlah 

c. belanja modal sejumlah 

(3) Bclanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jcnis belanja: 

-· .. 



~""'C\l;'c.17N DI 
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2014 Nomor 09 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

PROVINS! LAMPUNG NOMOR: 5/PRS/2014 

Diundangkar di p, ngse-vu 

pada tangga: ..::8 0 

WU, 

Agar sctiap orang rnengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Pcraturan 
Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

m. Larnpiran XIII : Daftar pinjarnan daerah dan obligasi daerah. 

1. Larnpiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun 
anggaran ini; 

k. Lampiran XI 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 
lainnya: 

J. Lampiran X 

.. 
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